
 

 

Jakarta, 2 April 1984  
 

Kepada Yth :  
1. Sdr. Inspektur Jenderal Departemen.  
2. Sdr. Kepala Unit Pengawasan Lembaga.  
3. Sdr. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I.  
4. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten/Walikotamadya Daerah Tingkat II.  
di -  

SELURUH INDONESIA  
 

SURAT EDARAN  
NOMOR : SE-76/K/1984 

TENTANG 

TATA CARA PELAKSANAAN PEMERIKSAAN ATAS INSTANSI PEMERINTAH 
 

Sebagaimana diketahui, pada beberapa Inspektorat Jenderal Departemen/Unit 
Pengawasan Lembaga/Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I/II telah dibuat 
pedoman umum pelaksanaan pemeriksaan yang berlaku dalam instansinya masing-
masing.  

Untuk keseragaman dalam pelaksanaan pemeriksaan bagi seluruh satuan aparat 
pengawasan dalam lingkungan Instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah dan agar 
diperoleh hasil guna dan daya guna yang sebesar-besarnya, perlu dibuat satu tata cara 
pelaksanaan pemeriksaan atas Instansi Pemerintah.  

Dalam melaksanakan maksud pasal 9 Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 
tanggal 4 Oktober, dengan ini kami sampaikan kepada saudara tata cara pelaksanaan 
pemeriksaan dimaksud untuk dijadikan pedoman dalam melakukan pemeriksaan di 
lingkungan instansi Saudara masing-masing.  

Tata cara pelaksanaan pemeriksaan yang dilampirkan pada Surat Edaran ini 
hendaknya dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing 
Departemen/Lembaga/Pemerintah Daerah.  

Tata cara pelaksanaan pemeriksaan ini disusun dari bahan pedoman umum 
pelaksanaan pemeriksaan yang telah disiapkan oleh Tim Inter Departemen/Lembaga di 
bawah koordinasi Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup 
tahun 1982/1983 berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pelaksanaan APBN sebagai- 
mana tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 14 A Tahun 1980 jo Nomor 18 Tahun 
1981.  

Oleh karena itu setiap adanya perubahan atas peraturan pelaksanaan 
APBN/APBD mengharuskan adanya penyesuaian materi dalam tata cara ini dengan 
peraturan yang berlaku oleh setiap satuan aparat pengawasan yang akan 
mempergunakannya.  

Demikian pula untuk pelaksanaan pemeriksaan atas sasaran khusus pada masing-
masing Departemen/Lembaga/Pemerintah Daerah perlu dibuat prosedur pemeriksaan 
tersendiri. 

Akhirnya setiap adanya laporan perkembangan pelaksanaan dan saran perbaikan 
atas tata cara pelaksanaan pemeriksaan ini hendaknya disampaikan kepada BPKP .  

Demikian agar maklum dan atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.  
 

KEPALA BADAN PENGAWASAN 
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 

 
TTD 

Drs. G a n d h i  
Tembusan kepada Yth. :  
1. Bapak Wakil Presiden R.I.; 
2. Bapak Menko EKUIN & WASBANG; 
3. Bapak Menteri Negara PAN; 



 

 

4. Bapak Menteri Keuangan; 
5. Bapak Menteri Dalam Negeri; 
6. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tk I di seluruh Indonesia 
7. Sdr. Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tk. II di seluruh Indonesia 
 



 

 

PENDAHULUAN 
 

Dalam Pelita IV Pemerintah bertekad untuk meningkatkan pengawasan. 
Pengawasan yang mencakup pengawasan melekat, pengawasan intern dan pengawasan 
ekstern bertujuan untuk mencegah terjadinya pemborosan, kebocoran dan penyimpangan 
dalam penggunaan wewenang, tenaga, uang dan perlengkapan milik negara, sehingga 
dapat terbina aparatur yang tertib, bersih, berwibawa, berhasil guna dan berdaya guna.  

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas perlu adanya pedoman umum pemeriksaan 
bagi segenap aparat pengawasan fungsional untuk memperoleh :  
1) Kesamaan bahasa serta pengertian dalam bidang pengawasan; 
2) Keseragaman penyelenggaraan pengawasan;  
3) Kemudahan koordinasi serta peningkatan pengawasan yang berdaya guna dan 

berhasil guna.  
Pedoman umum pemeriksaan ini pada garis besarnya terdiri dari : 
Bagian Kesatu : Pedoman Umum Pemeriksaan yang membahas mengenai tahap 

pemeriksaan, pengujian pengendalian manajemen dan petunjuk 
penggunaan program kerja pemeriksaan.  

Bagian Kedua : Program Kerja Pemeriksaan yang membahas tujuan pemeriksaan 
dan langkah-langkah kerja pemeriksaan untuk mencapai tujuan 
tersebut.  
Program kerja ini meliputi bidang Keuangan, Perlengkapan, 
Pembangunan, Kepegawaian, dan Umum.  

Bagian Ketiga : Kertas Kerja Pemeriksaan, yang berisi pembahasan mengenai cara 
pembuatan KKP disertai contoh formulir.  
Dalam KKP ini dimuat data dan catatan yang merupakan dokumen 
sejak persiapan pemeriksaan sampai penyusunan laporan.  

Bagian Keempat : Laporan Hasil Pemeriksaan yang membahas cara penyajian hasil 
pemeriksaan yang memungkinkan pimpinan untuk mengambil 
keputusan dan melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil 
pemeriksaan tersebut.  

Pedoman pemeriksaan ini masih bersifat umum sehingga pelaksana pemeriksaan 
dapat mengembangkan serta menyesuaikannya dengan situasi dan kondisi yang dihadapi.  
 
 
 

BAGIAN KESATU 
PEDOMAN UMUM PEMERIKSAAN 

 
1. TAHAP PEMERIKSAAN.  

Untuk mendapatkan hasil pemeriksaan yang berdaya guna dan berhasil guna, maka 
pelaksanaan pemeriksaan dapat dibagi dalam 4 (empat) tahap : 
1) Persiapan Pemeriksaan.  

Agar pelaksanaan pemeriksaan dapat lebih terarah, diperlukan informasi umum 
tentang kegiatan/program yang diperiksa. Untuk itu diperlukan langkah :  
(1) Penentuan sasaran, ruang lingkup dan daerah/lokasi pemeriksaan;  
(2) Penentuan susunan/komposisi Tim Pemeriksa;  
(3) Penyusunan Program Kerja Pemeriksaan (PKP);  
(4) Pengumpulan dan penelaahan data dan informasi umum termasuk 

kebijaksanaan dan ketentuan yang berlaku;  
(5) Penentuan waktu pemeriksaan.  

2) Pelaksanaan Pemeriksaan.  
Dalam tahap pelaksanaan pemeriksaan dilakukan kegiatan untuk 
mengindentifikasikan bagian-bagian kegiatan atau program yang mengandung 
kelemahan yang memerlukan pemeriksaan lebih mendalam.  
Terhadap kelemahan yang sudah diidentifikasikan ini dikumpulkan fakta-fakta 
untuk memantapkan temuan hasil pemeriksaan sehinga dapat diberikan suatu 
pendapat, kesimpulan dan rekomendasi perbaikannya.  



 

 

Langkah-langkah pelaksanaan pemeriksaan ini meliputi : 
(1) Pembicaraan pendahuluan dengan pimpinan obyek yang diperiksa;  
(2) Pelaksanaan langkah kerja yang tersebut dalam program kerja pemeriksaan;  
(3) Penuangan hasil pelaksanaan langkah kerja pemeriksaan ke dalam kertas kerja 

pemeriksaan (KKP);  
(4) Pembicaraan temuan hasil pemeriksaan untuk memperoleh 

komentar/tanggapan dari obyek yang diperiksa.  
3) Pelaporan Hasil Pemeriksaan.  

Dari kegiatan pemeriksaan yang telah di1aksanakan harus dibuatkan Laporan 
Hasil Pemeriksaan (LHP) secara tertulis. Untuk menyusun suatu laporan hasil 
pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan perlu ditempuh langkah sebagai 
berikut:  
(1) Mereview kertas kerja pemeriksaan.  
(2) Menyusun konsep laporan hasil pemeriksaan berdasarkan materi dalam kertas 

kerja pemeriksaan yang telah direview.  
(3) Membicarakan konsep laporan hasil pemeriksaan dengan penanggungjawab 

obyek yang diperiksa.  
Laporan hasil pemeriksaan ini antara lain bertujuan agar temuan, kesimpulan, 
rekomendasi dan komentar hasil pemeriksaan dikomunikasikan secara resmi 
kepada Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tindak lanjut atas 
rekomendasi atau yang perlu mengetahui informasi tersebut.  

4) Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.  
Agar rekomendasi yang tercantum dalam laporan hasil pemeriksaan mencapai 
tujuan, maka pemeriksa harus mengikuti tindak lanjut yang dilakukan oleh 
Pejabat yang berwenang. Karena itu perlu diambil langkah-langkah : 
(1) Memonitor pelaksanaan tindak lanjut.  
(2) Menegaskan kembali rekomendasi dalam hal tindak lanjut yang diusulkan 

belum/tidak dilaksanakan. 
 
2. PENGUJIAN PENGENDALIAN MANAJEMEN. 

Pengujian pengendalian manajemen bertujuan menilai tingkat efektivitas dan 
mengenali kemungkinan adanya kelemahan pengendalian manajemen 
kegiatan/program yang diperiksa. 
Untuk efisiensi pemeriksaan, hendaknya digunakan cara pendekatan yang dalam 
waktu tertentu akan mencakup semua bagian penting pengendalian manajemen 
dengan mempertimbangkan scope pemeriksaan dan efektivitas kegiatan pemeriksaan 
intern. Pemeriksaan dapat melakukan pendekatan dengan :  
1. Menelaah buku pedoman dan kemudian mengujinya dengan pelaksanaan 

kegiatan/program yang dipilih.  
2. Mengamati secara langsung dengan menelusuri tindakan dan proses yang 

sebenarnya dilaksanakan dari awal sampai akhir.  
Tujuan pendekatan ini untuk mengetahui informasi mengenai : 
(1) bagaimana pelaksanaan kegiatan/program yang sebenarnya. 
(2) langkah atau prosedur yang diperlukan dan kegunaannya dalam proses 

kegiatan/program. 
(3) hasil yang telah dicapai.  
(4) efektivitas pengendalian manajemen.  
Dalam tahap persiapan pemeriksaan harus dibuat program kerja pemeriksaan untuk 
pengumpulan dan penelaahan informasi umum termasuk peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Demikian pula dalam tahap pelaksanaan pemeriksaan 
disusun program kerja pemeriksaan untuk menguji pengendalian manajemen 
sehingga dapat diketahui bagian kegiatan atau program yang mengandung kelemahan.  
Hendaknya diperhatikan unsur pengendalian manajemen yang penting dalam 
pengujian pengendalian manajemen, yaitu 
1) Organisasi :  



 

 

Struktur organisasi harus sesuai dengan operasi yang harus dilaksanakan dan 
persyaratan tenaga sesuai dengan fungsi dan tanggungjawab yang telah 
ditetapkan.  

2) Kebijaksanaan :  
Kebijaksanaan hendaknya memenuhi syarat :  
(1) Dinyatakan secara jelas dalam bentuk tertulis dan sistematis.  
(2) Dikomunikasikan secara sistematis kepada seluruh fungsionaris dan pegawai 

dalam organisasi tersebut.  
(3) Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
(4) Sesuai dengan kegiatan yang telah digariskan secara berhasil guna, berdaya 

guna dan hemat.  
(5) Dilakukan peninjauan secara berkala dan direvisi bila diperlukan.  

3) Perencanaan :  
Setiap kegiatan harus direncanakan lebih dulu dengan memilih alternatif yang 
paling menguntungkan bagi organisasi dan memperhatikan ketentuan dalam 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

4) Prosedur :  
Agar pelaksanaan kegiatan berjalan secara berhasil guna, berdaya guna dan 
hemat, harus disusun prosedur, yaitu langkah kerja yang memadai dan memenuhi 
persyaratan yang diperlukan.  

5) Pencatatan :  
Setiap kegiatan harus dicatat dengan teliti, diklasifikasikan dengan tepat, dan 
dapat diandalkan sehingga dapat menjamin pengendalian yang cukup atas harta 
milik dan kewajiban organisasi.  

6) Pelaporan :  
Sistem pelaporan hendaknya disusun agar Pejabat yang bertanggungjawab dapat 
memperoleh informasi yang mutakhir dan cukup mengenai apa yang terjadi, 
sehingga ya!:!g ber- sangkutan dapat mengambil tindakan yang diperlukan.  

7) Personalia :  
Tugas wewenang dan tanggungjawab hendaknya .diberikan kepada pegawai yang 
mampu melaksanakan.  
Pegawai tersebut haruslah diangkat menurut kualifikasi yang dibutuhkan atau 
yang dapat dilatih untuk melaksanakan tugas dengan baik dan disertai sistem 
pengawasan pegawai  
yang memadai.  

8) Pemeriksaan Intern :  
Sesuai dengan luasnya organisasi pemeriksaan intern hendaknya ditempatkan 
pada kedudukan yang tepat, ruang lingkup yang jelas, memenuhi syarat 
kecakapan, dapat diandalkan, obyektif dan bertindak tepat pada waktunya.  

Setelah memperoleh gambaran tentang pengendalian manajemen tersebut pemeriksa 
dapat menentukan luas dan dalamnya pemeriksaan yang dilakukan.  
Langkah Kerja Pemeriksaan (LKP) untuk pengujian pengendalian manajemen yang 
dimaksud telah tercakup di dalam Bagian Kedua Program Kerja Pemeriksaan.  

 
3. SUSUNAN.ISI DAN PETUNJUK PENGGUNAAN PROGRAM KERJA 

PEMERIKSAAN.  
Program Kerja Pemeriksaan pada Bagian Kedua pedoman ini disusun menurut 
klasifikasi sasaran pemeriksaan sebagai berikut :  
1) Data Umum.  
2) Organisasi.  
3) Pengelolaan pelaksanaan tugas pokok. 
4) Keuangan.  
5) Personalia.  
6) Barang dan jasa.  
7) Perijinan dan pungutan. 
8) Bantuan luar negeri.  



 

 

9) Pengaduan.  
Sesuai dengan tugas dan pembidangan pada Inspektorat Jenderal Unit Pengawasan 
Lembaga/lnspektorat daerah pada umumnya, maka pada setiap nomor langkah kerja 
pemeriksaan ditentukan kelompok sasarannya dan bidang-bidang yang meliputi 
keuangan, perlengkapan, pembangunan, kepegawaian dan bidang umum yang 
tercantum dalam Program Kerja Pemeriksaan (PKP) seperti yang diberi tanda silang 
pada kolom yang bersangkutan dengan pembidangannya.  

 
Bagian Kedua Tabel ada di Biro Hukum 


